LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012
NOMOR 014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2012
" TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung
pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju
kemandirian Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambehan Negara Republk
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4468):

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lemb~ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 ).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomer 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049): i
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangar (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1ahun 2011 Nomor 8z, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor €9 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nemor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan
di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote

Ndao Tahun 2009 Momor 008 Tambahan Lembaran Daerahno

Kabupaten Rote Ndao Nomor 032);
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AT A T

Dengn Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

enetapkan  PERATURAN  DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Rupati adalah Bupati Rote Naao.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ndao Rote .

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

‘6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
- orang pribadi atau badan.

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintan Daerah dalam rangka
pemberian 1zin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang. serta perggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tertentu.

10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pe.nerintah Daerah yang bersangkutan.

11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembavaran yang ditunjuk oleh Bupati.

12 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah suratéﬂ
kel.tapan Retribusi yang menentukan besarnya wmlah pokok Retribusi yangvgl

tertana
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urat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang ‘selanjutnya disingkat
{ SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumliah kelebihan
embayaran retribusi karena jumiah kredit Retribusi lehih besar dari pada retribusi
ang terutang atau sehari'snya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribust dan/atau sanksi administratif berupa bunga
. dan/atau denda. '

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
_ keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
' perdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
-~ kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
~ retribusi daerah

6.Penyidikan tindak pidana di bidarg retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukt 1tu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya

BAB I
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

(1) Jenic Retribusi Perizinan Tertentu terdin dari -

a Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,

¢. Retribusi lzin Gangguan,

d. Retribusi Izin Trayek; dan

_ e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi
- Perizinan Tertentu.

Bagian Pertama
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1 -
Nama. Opbjek. Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

‘Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan
_pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan

-~ suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimalisud pada pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap
sesual dengan rencana tekniz bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
memperhatikan koefisien dasar bargunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),g\p

koefisian ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan
yang meliputl pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang =,

menempati bangunan tersebut
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)Subjek Retribusi

) Wajib  Retribusi
L Peraturan

pembayaran Retribusi,
Mendirikan Bangunan

Pasal 5

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
Mendirikan Bangunan dari Pemerintat Daerah.

adalan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
Perundang-Undangar  Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan

termasuk  pemungut atau pemotong Retribusi

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

lantai bangunan,

bangunan. .
2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

Pasal 6

JTidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian 1zin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

[zin

fzin

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor
luas

jumiah tingkat bangunan dan rencana penggunaan

Koefisien Luas Bangunan -

NO LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN
1 Bangunan dengan luas s/d 100 M 1,00
2 Bangunan dengan iuas s/d 250 M 1,5
. 3. Bangunan dengan tuas s/d 5C0 M 25
4. Bangunan dengan luas s/d 750 M 35
5  Bangunan dengan luas s/d 1000 M 4 .
6  Bangunan dengan luas s/d 1500 M 45
7 | Bangunan dengal luas s/d 3000 M | 5

Koefisien Tingkat Bangunan

Bangunan 1 lantai 1.00

Bangunan 2 lantai 1.5

Bangunan 3 lantai 25
- | Bangunand4lantai 35

| Bangunan 5 lantai 4.0

Koefisien Guna Bangunan
1 Bangunan Sosial , _ ~ loos ]
' Bangunan Perumahan 100

Facagunan [ asibiioes P ‘ 100 z
A Hangunan Pendidikan 100 !
Bangunan Kelembagean Kantor 7 150
3 Bangunan Perdagangan Danjasa 200
7 Bangunan Industri B 1 2,00
&  Banguan khusus o 1 300 ]
9  BangunanCampuran 275
10 Bangunan Lain-lain - [R50
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Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut:

a.
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Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkélian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). '

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau selurun hiaya penyelenggaraan pemberian IMB.

(2) Blaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~ meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu berupa
pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB ini tercantum dalam lampiran |, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Waijib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat “enjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin
tuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat

penjualan minuman beralkohol.
(2) Waiib Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi
" atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

pemotongan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
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rasal 18

1) Subjek Retribusi edalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin

JWajib Retribusi lzin ga: gguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
. ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi  termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 1zin
Gangguan
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 19

1) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks
lokasi dan indeks gangguan

?) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan

yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Paragrafl 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 20

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau selurth biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.

2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
2) Struk.ur dan besarnya tanf Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran |il
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Faragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pacal 22

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada
badan untuk menyedickan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

ix

Pasal 23

Objek Retribust adalah pemberian 1zin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan “L

; gnumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
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Pasal 24

1) Subek Retribusi adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
) Wajib Retribusi lzin Trayek adaleh badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retripust diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukiir Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

‘i‘ngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis
kutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutupi sebahagian atau selurun biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
Biaya penyelenggaraan pemberien izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

"

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif 1z.n Trayek

Pasal 27

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya

angkut
Siruktur dan besarnya tanf retrivusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran |V dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

ol vy chpersamakan
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Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 28
Masa berlaku retribusi 1zin trayek 5 (lima) tahun
p Sonap lzin Trayek wapb daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi
cotaanmana dimaksud dalam lampiran 1V.

Ny O torotananya retnbuse adalah pada .aat diterbitkannya SKRD atau dokumen

R0




Bagian Kelima
Retribusi izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objelke Subjek dan Wapb Pajak

Pasal 29

engun nama Retribusi zin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan
Lpemberian zin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha

enangkapan dan pembudidayaan ikan.
Pasal 30

(1) Okjek Retribusi pelayanan pemberian izin untuk melakukar kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
a4 Surat lzin Usaha Penkanan
b Curat izin penangkapan ikan, dan

Surat izy Kapal penganaku’ ikan

Letribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Jls patan didang perkanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan
tang-undangan d bidang perikanan

Pasal 31

Jek Retribust lzin Usaha Perikanan adalah corang pribadi atau badan yang
- monperolen 1zin Usaha Perikanan dan Pemerintah Daerah.
(2) Wapb Retnibusi 1zin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

jzin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

ingkat peniggunaan jasa duikur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap,
rekuens: penangkapan. dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan paca tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perkanan.

2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha é&
secara terus menerus dilapangan, pencgakan hukum, penatausahaan dan biaya AQ,

dampak negatif dari pemberian 1zin tersebut.
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Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

kiur dan besarnya tarif Retribusi, izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum
m Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

N ; b

Pasal 35

Orang atau badan hukum yang melakukan usaha '&perikanan dikenakan pungutan
produksi sebagai berikut : ’

a  Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan
perikanan skala kecil dikenakan pungutan setesar 1 % (satu persen) dikalikan
produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

b. Hasil penangkapan ikan di perairan umum bagi perusahaan perikanan skala
besar dikenakan pungutan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikar
produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan,

c. Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan air tawar dan perairan
payau masing-masing sebesar 1 % (satu persen) dikalikan harga jual seluruh
ikan hasil pembudidayaan. .

2) Pemur.gutan-pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPI
dan/atau PPL.

BAB Iii
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Ragian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

-

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon, dan karu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seca‘raé\

bruto ke kas daerah '{Q
(5) Tata cara pulaksanaan pemungutan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati. T
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Bagian Kedua
‘ata Cara Penagihan

Pasal 3€

1 Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai

'}% Pembayaran retribusi terutang sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen
ainnya yang dipersamakan.

) Tata cara pembayaran penertuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
- pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD.

) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat tequran

3) Pengeluaran  surat teguran  sebagar tndakan awal pelaksanaan Retribusi
dlcluarkan satelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

) Db wonaka wakda 7 (tujuhy han selelah tanggal dikeluarkan surat tequran Wajib
Retibus barus melunast Retnbust yang terutang .

} Surat teouran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
di ik

} Tancsra penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 40

1) Wapb Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRUD diterbitkan. kecuall jika Waijib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jannka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadasn yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan V¥ajib Retritusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 41

)Bupati dalam jangka wakw paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan ditenma harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, .

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Relribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati

'3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati P
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yar.g diajukan tersebut dianggap w/

dikabulkan
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Pasal 42

ka pengajuan Kkeberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
mbayaran Retribusi dikembzlikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
ua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Blmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Kadaluwarsa

Pasal 43

)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui

- jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

- Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak

langsung.

{3 Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

; a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangal diterimanya surat teguran tersebut.
£(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

L huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
~ penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah
 kadaluwarsa sebagaimana dimaksut pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
 Peraturan Bupati

Bagian Kelima -
Sanksi Administraiif

Pasal 45

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen )
setiap bulan dar Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4€

(1}TanfRetnbu51dapatdnunau#«mntahpahnglanua3guga)tahunsekah

(2; Peninjauan tarif retribus sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan X
memperhatikan indeks narga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Perawran Bupats

ditetapkan dengan 2
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BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

f)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar
~ pencapaian kinerja terter‘u

7)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

JTata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil teitentu di lingkungan Pemerintan Daerah diber
wewenang khusus sebagar Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retrbusi Dae ah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2)Peryidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal negeri sipll
fertentu di lingkungan Pemrerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
bervenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Per indang-Undangan.

3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a menenma, mencar. mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan undak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi,

d memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

Retribusi;

e melekukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut,

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

I memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

| memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sakst,

. menghentikan penyidikan; dan/atau

k melakukan tindakan lain yang perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan'gan. ‘

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidixannya kepada Penuntut Umum &

melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang A&

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB Viil
KETENTUAN PIDANA

Pasali 49

aib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
euangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
enda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
ibayar.

indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang
asarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan
ntu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam
turan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
na) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

dda saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndac Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi
|zin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 002
-Seri C Nomor 016),

Peraturan Daerah Kabupcten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi
‘|zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (LembararDaerah Kabupaten Rote
‘Ndao Tahun 2004 Nomor003 Seri C Nomor 017),

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi
izir. Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 008 Seri

C Nomor 029),

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha
Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 016 Seri C
Nomor 037); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2005 tentang Zin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daersh Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004

Nomor 002 Seri C Nomor 048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 53

Perat

uran Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan'.

Agar setiap orang mengetahuinya memerin

lahkan pengundangan Peraturan Daerah
vlni denjan penempatannya daiam Lembaran

Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkarfdi Ba'a,

ek i o Baa
Hlanggal 12 Januan 2012

(XEERIING DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 4

“ ’y’

..

: /
I\ a
BUSTHIUSORAGERU

e

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 014
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Dengan berlakunya Undang-uridang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintan Daerah
untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada
masyarakat. ‘

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Rote
Ndao berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada
masyarakat Pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-
undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retripusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan
Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna
mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Dasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas

Ul
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Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukap elas
Cokup jelas
Curup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

FPasal 22
Cukup jelas

cal 27
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

p

A8l

Cubary jelan
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
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Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pengakuan utang retribusi adalah
kesanggupan baik secara langsung maupun tidak langsung
dari Wajib utang Retribusi yang menyatakan sanggup untuk
membayar utang retribusinya yang dinyatakan dengan surat
pernyataan sanggup.

Ayat (5) Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

t(1) Yang dimaksud dengan “‘instansi yang melaksanakan pemungutan’
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemunguten Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelus

Pasal 49

; Cukup jelas

} Pasal 50

3 Cukup jelas

P Pasal 51

. Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
»

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 106 ~
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STURVIKTUR

U akERAH
PTAL

i ROTE NDAU
HUN 2012

S NUARD )W’x;f

AN BESARNYA TARIF

RETRIBUS

RIS ND&M IKAN B/XN()UNAN
BIAYA
JENIS BANGUNAN LOKASI B";YF,A/['\A“QB SEMPADAN | KET
L (RP) (RP) M
o _ 3 4 5 6
HRUMAH TINGGAL |
{1 Rumah Permanen JIn. Gang 500 00
; L Jin 1 okal | 1.000 00
CJin Distrk 000 00
; 4 Jln Utama 3,000.00 |
12 Runah Semi JIn Gang 300.00
" Permanen Jin Lokal 500.00
| Jin. Distrik 500.00 !
I | Jin. Utama | 500.00 &
2 Rumah Darurat i JIn. Gang/Distrik 300.00 »
i Jin. Utama 400.00
TBANGUNAN FASILITAS UMUM.
|1 Benguranfasitas umum komersidl Jin. Gang 4,000.00
' vartu ; bangunan untuk toko,bank, Jin. Distrik 4,500.00
ternpat usaha, pabrik, gudang, | Jin. Utama 4, 500.00
tempat rekreasi, usaha
fainnya |
|2 Bangunan fasilitas, umum, Jin. Gang 1.500.00
swasta,
bangunan rumah sakit, usaha | Jin. Lokal 2,000.00
pendidikan dan yang sejenis Jin. Distrik 2,500.00
Jin. Utama 4,000.00
Bangunan fasilitas Jin. Gang 1.200.00
perusahaan
pemerintah/Negara Jin. Lokal 1,500.00
Jin. Distrik 2,000 00
| Jin Utama 3,000.00 ¥
LAIN-LAIN | |
1 tembok/pasangan . Jl.Gang/Lokal 1,200.00
. ;;w,t;()‘)eyer”t:“pdgdf‘baluran air 1l Distrik/Utama 1.500.00
. o ror gaantian kerangkn - JI Gang/Lokal 1.500.00
‘&, L rayu/bes 1 JLDistnk/Ulama 1,600.00
3 alat-alat reklame. l Jl.Gang/Lokal 4,000.00
o | Ji.Distri/Utama | 6.000.00
- Memasang mendirikan " Jl.Gang/Lokal 7.000.00
. Tangki 1
= ¢ Ji.Distrik/Utama 2,700.00
5 mendirkan cerobong 1 Ji.Gang/Lokal 3,000.00
‘ asap, tlang-tiang konstruks: . Ji.Distrik/Utama 2,700.0Q 1
Lombongkaran Bangunan - Jin Loka/ 1,000.04 I-ﬁ
| Disuik/Utama i
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NOMOR -4 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

PIRAN T PR A TR A D T D O T P appire

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Besaran tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman beralkohol

| Diminum langsung di tempat penjualan

Hotel berbintang

Rp. 250.000,-/pertahun

Restoran dan Rumah makan

Rp.350.000,- /per tahun.

Bar, pub, Clab Malam dan Diskotik

Rp.300.000,- /per tahun.

Tempat tertentu lainnya yang Ji tetapkan

oleh bupati

Rp.200.000, - /per tahun.

Dijual secara eceran

Toko

Rp.400.000, - /per tahun.

Pasar Swalayan, Super Market dan

sejenisnya

Rp.300.000,- /per tahun.

¢

Tempat lain yang di‘etapkan Kepala Daerah

Rp.200.000,- /per tahun.
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| LAMPIRAN Il - PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR = 4 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Luas Tempatusaha . | TL(Rp) IL IG LRTU RIG(Rp) |
<25m’ 15.000, - 1 1 10 150.000,-

15 000 .- 1 ? 10 300.000 -

{5000 - x 3 10 450.000. -

15.000,- 2 1 10 300.000,-

15.000,- 2 2 10 600.000,-

15.000,- 2 3 10 900.000,-

15.000,- 3 1 10 450.000,-

15.000,- 3 2 10 900.000,-

, 15.000- 3 3 10 1.350.000,-
26 m° s/d 100 m® 17.500,- 1 1 15 262.500,-
17.500 - 1 2 15 525.000,-

17.500. - 1 3 15 787.500,-

17.500,- 2 1 15 . 525.000,-

17.500,- 2 2 15 1.050.000, -

17.500.- 2 '3 15 1.575.000, -

117500 - 3 1 15 787.500,-
17 500.- '3 2 15 | 1575.000- |

~17.500.- 3 1 15 2.362.000,-

101 ™% sid 500 m* 20000 - 1 1 20 400.000 -
20 000.- 1 2 20 800.000, -

120.000,- 1 | 3 20 1.200.000 -

20.000 - 2 L1 20 800.000, -

20.000,- 2 2 20 1.600.000,-

| 20.000 - 2 3 20 2.400.000,-

20.000 - 3 1 20 1.200.000,-

20.000.- 3 2 20 2.400.000, -

20.000 - 3 L3 20 3.600.000, -

501 m*® s/d 1000 m? 22.500,- 1 1 15 562.500,-
22.500,- 1 2 15 1.125.000,-

22.500,- 1 3 15 1.687.500,-

22.500,- 2 1 15 1.125.000,-

22.500,- 2 2 15 2.250.000,-

22.500,- 2 3 15 3.375.000,-

22.500,- 3 1 15 1.687.500,-

22.500,- 3 2 15 3.375.000,-

22.500,- 3 3 15 5.082.000 -

>1000 m* 25.000,- 1 1 20 750.000,-
25.000,- 1 2 120 1.500.000,-

25.000,- 1 3 20 2.250.000,-

25.000,- 2 1 20 1.500.000,-
25.000,- 2 2 20 3.000.000.-
25.000,- 2 3 20 4.500.000,- |

25.000,- 3 1 20 2.250.000,-

25.000,- 3 2 20 4.500.000,-

25.000,- 3 3 20 6.750.000,-

127

A



B TIIRBLISHIZN GANGE

1

(SN

WOUNTUK LINGKUNGAN PEMUKIMAN/SOSIAL

Luas Tempat usana ‘ TL (Rp) _ L L G LRTU RIG (Rp) |
<25 m' 7500 - 1 1 10 75.000.- |
7.500.- 1 2 10 150.000,-
- 7.500.- 1 3 10 225.000,-
- 7.500 - 2 1 10
| 7.500,- 2 2 10 150.000 -
7 500.- 2 3 10 300.000 -
450.000.-
7.500. - 3 1 10
7.500,- 3 2 10 225.000,-
7.500,- 3 3 10 450.000,-
- 675.000.-
26 m* s/d 100 m? 10.000,- 1 1 15 150.000, -
10.000,- 1 2 15 300.000, -
10.000,- 1 3 15 450.000.-
10.000,- 2 ] 15 300.000,-
' 10.000,- 2 2 15 600.000,-
10.000,- 2 3 15 $00.000,-
10.000,- 3 q 15 450.000, -
10.000,- 3 2 15 900.000,-
10.00C - 3 3 15 1.350.000,-
101 m* s/d 500 m? 12.500,- 1 1 20 250.000,-
12.500,- 1 2 20 500.000,-
12.500 - 1 3 20 750.000,-
|
| 12.500, 2 1 20 500.000,-
12.500.- 2 2 20 1.000.000,-
12.500,- 2 3 20 1.500.000,-
|
12.500 - 2 1 20 750.000, -
12 500 - 3 2 20 1.500.000, -
, 112,500 - 3 3 20 2.250.000,-
501 m® s/d 1000 m* 1500 .- 1 1 25 375.000,-
' 15000, - 1 2 | 25 750.000, -
“ 15000 - 1 3 25 1.125.000,-
! 15.000.- 2 1 25 750.000, -
' 15000 - 2 2 25 1.500.000,-
' 15.000.- 2 3 25 2.250.000,-
- 15.000,- 3 1 25 1.125.000,-
. 15.000,- 3 2 25 2.250.000,-
15.000 - 3 3 25 3.375.000,-
1000 m° 25 000, - 1 1 20 525.000, -
25000 - 1 2 20 1.050.000 -
25.000.- 1 3 20 1.575.000,- |
25000.- 2 1 20 1.050.000 - |
25000 - 2 2 20 2 100000 -
25000 - 2 3 20 3.150.000 -
25 0C0.- 3 | 20 1.575.000,- | &
25000 .- ﬁ 3 | 2 20 3.150.000 - | ")
25.000,- '3 13 .20 4.725.000-, =
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Luas Tempat usaha . TL(Rp) ' IG LRTU | RIG (Rp)
S 25m’ £ 10 000,- 1 1 10 ; 100 00U
10 000.- 1 2 10 ‘ 200 000 -
10000- 11 3 10 ' 300000-
10 000.- 2 1 10 200 000 -
10 000 - 2 2 10 400 000 -
10.000 - | 2 '3 10 600 000 -
©10.000,- 3 1 10 300.000 -
1 10.000 - 3 2 10 600.000 -
- 110.000.- 3 3 10 900.000 -
26 M sid 100 m*° 12.500.- 1 1 15 187.500 -
- 12.500.- 1 2 15 375.000. -
12 500 - 1 3 15 562.500,-
12500, 2 1 15 375.000.-
| 12.500,- 2 2 15 750.000 -
12,500 - 2 3 15 1.125.000, -
- 12.500,- 3 1 15 562.500 -
12500 - 3 2 15 1125 000 -
. _ 12500 13 S [15 ] 1e87.00C-
1 5 d 500 M 15000 - 1 11 20 | 300 000 -
15000, - 1 o2 20 800 000
15 900 - 1 3 20 Q00 No¢
' 15000,- 2 1 20 600.000 -
- 15.000,- 2 2 20 1.200.000 -
15.000, - 2 3 20 1.800.009, - -
15.000, - 3 1 20 900.000 -
15.000,- 3 2 20 1.800.000 -
15000.- 3 2 20 2.700.000 -
501 m” s/id 1000 m” 17 500 - 1 1 25 437 500, |
17.500,- 1 2 25 875.000,-
17.500,- 1 3 .25 1.312.500, -
17.500,- 2 1 25 876.000, -
17.500 - 2 2 25 1.750.000, -
17.500,- 2 3 25 2.625.000,-
17.500,- 3 1 25 1.312.500,- |
17.500 - 3 o) 25 2.625.000,- |
o 1.17.500,- 3 3 25 3.937.500 - |
>1000 m® 20.000,- 11 1 30 600.000,-
20.000. - 1 2 30 1.200.000,- |
20.000,- 1 3 30 1.800.000- .
20.000,- 2 1 30 1.200.000.-
20.000,- 2 2 30 2.400.000.-
20.000,- 2 3 30 3.600.000.-
20.000,- 3 1 30 1.800.000,-
20.000,- 3 2 30 3.600.000 -
20.000,- 3 3 | 3e==d| 5.400000-
] DAO,
\ rd
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b. Pendaftaran Ulang

- Mobi Penu'rﬁp'ang Umum berkapasitas s/d 12 crang ;

- Mobil Bus berkapasitas 13-25 orang

- Mobil Bus berkapasitas lebik dar 26 orang 2500
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